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Menimbang 

BUPATIENREKANG 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG 
NOMOR 6 TAHUN 2020 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI ENREKANG 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 1 1  ayat (1) 

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati/Wali Kata wajib 

mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk 

memperoleh persetujuan bersama; 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan 

dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang 

dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan 

Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah 

Daerah bersama DPRD pada Tanggal 23 November 2020; 

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Enrekang Tahun Anggaran 2021 ;  
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1 .  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 1822 ); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2003 No. 

47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286 ); 

3. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistim Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4 4 2 1 ) ;  

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 5049): 

7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepaia Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 171 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tantang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Daerah 

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala 

Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan lnformasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4693); 

12 .  Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah 

beberapakalai terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahan 2009 tentang Bantuan Keuangan 

Kepada Partai Politik; 

13 .  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan 

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi . . .  ;  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71  Tahun 2010 tentang Estandar 

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dawan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Selanja Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011  

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

16 Tahun 2011  Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011  Nomor 525); 

19 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011  tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011  

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Serita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

2 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 201 7 ten tang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Dae rah serta 
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Pelaksanaan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 1027 Nomor 1067); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang 
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi 
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2018; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2006 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2006 Nomor 14); 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG 

DAN 
BUPATI ENREKANG 

M E M U T U S K A N :  

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN ANGGARAN 
2021. 

Pasal 1 

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Berjumlah Rp 
l.593.668.022.249,00 bertambah dengan rincian sebagai berikut: 

1 .  Pendapatan Daerah Rp. 1.092.326.092. 708,00 
2. Belanja Daerah RQ. l .585.668.022.249,00 
Surplus/ (Defisit) Rp. (493.341.929.541.00) 

3. Pembiayaan Daerah 
a. Penerimaan Rp. 501.341.929.541 ,00 
b. Pengeluaran R12 8.000.000.000,00 

Pembiayaan Netto Rp. 493.341.929.541,00 
Sisa LebihPerhitungan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00 
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Pasal 2 

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 99.783.896.842,00 

b. Pendapatan Transfer 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

Rp 

Rp. 

948.742.195.866,00 

43.800.000.000,00 

2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 

jenis pendapatan 

a. Pajak Daerah 

b. Retribusi Daerah 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

14.659.000.000,00 

31.505.101.736,00 

18.741.119.760,00 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp. 43.878.675.346,00 

3. Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari jenis 

pendapatan : 

• 
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah 

Rp . 

Rp. 

905.193.709.000,00 

43.548.486.866,00 

4. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c terdiri darijenis pendapatan: 

a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan 

Peraturan Perundang- Undangan Rp. 43.800.000.000,00 

Pasal 3 

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiridari : 

a. Belanja Operasi Rp. 766.755.779.671,00 

b. Belanja Modal Rp. 642.031.227 .699,00 

• 
c. Belanja Tidak Terduga Rp. 3.000.000.000,00 

d. Belanja Transfer Rp. l 73.867.176.569,00 

2. Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 

21.407.902.361,00 

1.629.500.000,00 

terdiri dari jenis 

448.260.180.979,00 

289.931.921.331,00 

5.4 79.275.000,00 

Rp. 

Rp. 

belanja: 

a. Belanja Pegawai 

b. Belanja Barang dan Jasa 

c. Belanja Bunga Rp. 

d. Belanja Hibah Rp. 

e. Belanja Bantuan Sosial Rp. 

3. Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

belanja : 

a. Belanja Modal Tanah 

b. Belanja Modal Peralatan Mesin 

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Rp. 

Rp 

Rp. 

1.590.000.000,00 

78.593.807. 776,00 

l 73.037.329.776,00 
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d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 

e. Belanja Modal Aset tetap Lainnya 

Rp. 

Rp. 

387.382.720.147,00 

1.427.370.000,00 

4. Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  hurub c terdiri dari 

jenis belanja : 

a. Belanja Tidak Terduga Rp. 3.000.000.000,00 

5. Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis 

belanja: 

a. Belanja Bagi Hasil 

b. Belanja Bantuan Keuangan 

Rp. 

Rp. 

4.616.440.269,00 

169.250. 736.300,00 

• 

Pasal 4 

1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiridari 

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 501.341.929.541,00 

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 8.000.000.000,00 

2. Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf a terdiri dari 

jenis pembiayaan: 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 

Sebelumnya Rp. 59.741.929.541,00 

8.000.000.000,00 Rp. 

b. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 441.500.000.000,00 

c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp 100.000.000,00 

3. Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf b terdiri dari 

jenis pembiayaan : 

a. Penyertaan Modal Daerah 

5.476.275.000,00 Rp. 

b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang 

Jatuh Tempo 

2. Lampiran II 

Pasal 5 

Uraian Jebih Janjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 1 ,  tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari : 

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok dan 

Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

Rincian APBD yang diklasifikasi menurut Urusan 

• 

3. Lampiran III 

4. Lampiran JV 

Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah; 

Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, 

Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program dan Kegiatan beserta hasil dan sub 

kegiatan beserta keluaran; 

Dipindai dengan CamScanner 



- 8 - 

5. Lampiran V 

6. Lampiran VI 
7. Lampiran VII 
8. Lampiran VIII: 

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan 
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam 
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 
Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; 
Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APED; 
Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD 
dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APED; 

Pasal 6 

Bupati menetapkanPeraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APED. 

Pasal 7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang. 

Ditetapkan di Enrekang Pada tanggal 's:> �ber :J..oJ.o 

J.J,,u1r ENREKANG -1: 

0- 

� SLIMIN BANDO 

B A B A  �I 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 NOMOR 6 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG PROVINS! SULAWESI SELATAN 
11.1r\J,A'"r\O o TJrr nnc. 1 t: 11 f'ln 
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